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PUTUSAN

NOMOR :  169/G/2008 /PTUN- JKT 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an   Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  yang  

memer iksa ,  memutus  dan   menyelesa i kan  sengke ta  Tata  

Usaha  Negara  pada   t i ngka t  per tama,   dengan  Acara  

Biasa ,  te l ah  menja tuhkan  Putusan   sebaga i  ber i ku t  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

MUCHTAR,  Warganegara  Indones ia ,  Peker jaan  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  Kanto r  Urusan  Agama,  

Kecamatan  Kota  Makassar ,  Depar temen  

Agama,  Pangkat  Pengatu r  Muda  Tk.  I  

( I I / b )  NIP.  150262973,   tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan  Sungai  Pareman  Lr .  54  No.  11 

Kota  makassar ,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i   … PENGGUGAT;  

L A W A N  :

MENTERI  AGAMA REPUBLIK  INDONESIA,   Berkedudukan  d i  

Ja lan  Lapangan  Banteng  3  -  4,  Jakar t a  

Pusat ,  

Dalam hal  in i  member i kan  kuasa  kepada:  

- - - - - - - - - - - - - - -

      1. Bambang  Wid jo j an to ,  SH;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      2. Iskandar  Sonhad j i ,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. H.  Soefyan to ,  SH.  MH; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Munsya idah ,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

5. Sishka ,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

6. Saan,  SH;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

7. Nazla  Anastas ia ,  SH.  M.Kn;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ketu juhnya  ada lah  Pejaba t  dan  Pegawai  

pada  Bi ro  Hukum dan  Ker jasama  Luar  

Neger i  Depar temen  Agama  ser ta  

Wid jo j an to ,  Sonhad j i  & Assoc ia tes  Law 

Fi rm,  berkedudukan  d i  Ja lan  Lapangan  

Banteng  Bara t   No.  3  -  4  Jakar ta  

Pusat . ,  Berdasarkan  Sura t  Tugas  No.  

B.V/2 /HK.04 .2 /  2513/2008 ,  te r t angga l  

18  Nopember  2008  dan   Sura t  Kuasa  

Khusus  Nomor:  MA/249/2008 ,  te r t angga l  

24  Nopember  2008  untuk  se lan ju t nya  
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disebu t  sebaga i   …..………………… TERGUGAT;

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Jakarta  tersebut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a    Nomor  :  169/PEN-

DIS/2008 /PTUN- JKT.  Tangga l   6  Nopember  2008  

ten tang  pemer iksaan  dengan Acara  Biasa  ; - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Jakar t a    Nomor  :  169/PEN/2008 /PTUN-

JKT.  Tangga l   6  Nopember  2008  ten tang  penun jukan  

Maje l i s  Hakim; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta    Nomor  :  

169/PEN- HS/2008/PTUN- JKT.  Tangga l   10  Nopember  

2008 ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan   ; - - - - -

- Telah  membaca berkas  perkara  yang  

bersangku tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca bukt i - bukt i  dar i  Para  Pihak ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  

dipe rs i dangan ;  - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat  te lah  menggugat   dengan  sura t  

gugatannya       te r t angga l       29     Oktober     2008  

yang      d ida f t a r      d i  
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Kepani te r aan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara   Jakar ta  

pada   tangga l  30 Oktober  2008  da lam Regis te r    Nomor  

:  169/G/2008 /PTUN- JKT,  dan  gugatan  te rsebu t  d ipe rba i k i  

tangga l  25  Nopember  2008  yang  mengemukakan  alasan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG OBJEK GUGATAN/SENGKETA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Objek   sengke ta  dalam  gugatan  in i  ada lah  Sura t  

Keputusan  Menter i  Agama RI  Nomor:  MA/B.11 /1 /PTDH/219  

tangga l  20  Pebruar i  2007  per iha l  Penja tuhan  Hukuman 

Dis ip l i n  berupa  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama  Penggugat ,  

se lan junya  disebur  sebaga i  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa ;  - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  TENGGANG  WAKTU  GUGATAN.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  sura t  keputusan  objek  sengketa  Penggugat  

te r ima  dar i  Bapak  H.  Maryono,  pegawai  neger i  s ip i l  

pada  Bagian  Perundang- undangan  Kepegawaian  Depar temen  

Agama  RI  pada  tangga l  23  Oktober  2008  dan  gugatan  

Penggugat  daf ta r kan  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  30  Oktober  2008,  

j i ka  dih i t ung  dar i  saat  Penggugat  mener ima/mengetahu i  

adanya  sura t  keputusan  ob jek  sengke ta  ya i t u  pada  

tangga l  23  Oktober   2009  sampai  dengan  saat  Penggugat  
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mendaf ta r kan  gugatan  in i  ya i t u  pada  tangga l  30 Oktober  

2008,  maka gugatan  in i  te rh i t u ng  masih  dalam tenggang  

waktu  90  (sembi l an  puluh )  har i  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TENTANG  ALASAN-ALASAN  GUGATAN.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa  Penggugat  ada lah  pegawai  neger i  s ip i l  pada  

Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Makassar  dengan  

pangkat  Pengatu r  Muda  Tk.  I  ( I I / b )  dan  te l ah  

mengabdi  sebaga i  pegawai  neger i  s ip i l  te rh i t u ng  

se jak  tangga l  1  Maret  1993;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2. Bahwa Ibu  kandung  Penggugat  t i ngga l  d i  Jakar ta  dan  

karena  us ianya  sudah  lan ju t ,  Ibu  kandung  Penggugat  

ser ing  sak i t .  Sebaga i  seorang  anak,  ten tunya  

Penggugat  ing in  berbak t i  dengan  cara  mengurus  dan  

merawat  Ibu  kandung  Penggugat  dan  untuk  i t u  

kemudian  Penggugat  mengajukan  permohonan  pindah  

tugas  ke  Kanto r  Wilayah  Depar temen  Agama Prop ins i  

DKI  Jakar ta  mela lu i  sura t  Penggugat  te r t angga l  13  

Agustus  1998;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  permohonan  Penggugat  te r sebu t ,  te l ah  
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dise tu j u i  o leh  Kepala  Kanto r  Wi layah  Depar temen  

Agama Prop ins i  Sulawes i  Sela tan  dan  usu lan  p indah  

tugas  Penggugat  di te r uskan  pada  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Depar temen Agama Prop ins i  DKI  Jakar ta .  Akan  

te tap i  sete lah  usu lan  pindah  tugas  Penggugat  

te rsebu t  d ip i ndahkan  dik i r im ,  te rnya ta  sampai  

sek ian  lama  t i dak  ada  ke lan ju tan  prosesnya ;  

- - - - - - - - - -

4. Bahwa  karena  t i dak  ada  ke lan ju t an  proses  pindah  

tugas  Penggugat  te rsebu t ,   kemudian  Penggugat  mohon 

iz i n  pada  atasan  Penggugat  ya i t u  Kepala  Kantor  

Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Makassar  untuk  

berangka t  ke  Jakar ta  guna  mengurus  proses  pindah  

tugas  Penggugat  dan  atasan  Penggugat  

mengiz i nkannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Bahwa  kemudian  se lama  proses  pengurusan  p indah  

tugas  te rsebu t ,  Ibu  kandung  Penggugat  ja tuh  sak i t  

dan Penggugat  kemudian  mengurus  dan merawatnya .  Hal  

in i  menyebabkan  Penggugat  te r l ambat   untuk   kembal i  

melaksanakan  tugas  d i  Makassar .  Atas  kete r l ambatan  

in i  te l ah  Penggugat  sampaikan  secara  l i san  kepada  

atasan  untuk  sementa ra  waktu  t i dak  melaksanakan  

tugas  se lama      2  bu lan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.    Bahwa  pada  saat  Penggugat  sedang  mengurus  dam 

merawat  ibu  kandung  Penggugat  te rsebu t ,  te rnya ta  di  

6
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Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Makassar  sedang  

di l akukan  pemer iksaan  oleh  Tim Inspek to ra t  Jendera l  

Depar temen  Agama RI  dan  ket i dak  had i ran  Penggugat  

kemudian  diper t anyakan  oleh  Tim  Pemer iksa ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

7. Bahwa pada   saat  pemer iksaan  ber langsung ,  te rnya ta  

te lah  te r j ad i  pergan t i an  Kepala  Kantor  Urusan  Agama 

Kecamatan  Kota  Makassar ,  dan  Kepala  Kantor  Urusan  

Agama Kecamatan  Kota  Makassar  yang  baru  t i dak  dapat  

menje laskan  alasan  ket i dak  had i ran  Penggugat ,  

padaha l  yang  sebenarnya  ket i dakhad i r an  Penggugat  

te lah  dike tahu i  dan  atas  iz i n  secara  l i s an  oleh  

Kepala  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Makassar  

yang  lama,  atau  dengan  kata  la i n  ket i dakhad i r an  

Penggugat  ada lah  sah  dan  dapat  d ibenarkan ;  

- - - - - - - - -

8.  Bahwa  Tim  pemer iksa  menjad ikan  ket i dakhad i r an  

Penggugat  sebaga i  temuan dan akan  memprosesnya ,  dan  

atas  kenyataan  te rsebu t  Penggugat  kemudian  menemui  

Tim Pemer iksa  dar i  Inspek to ra t  Jendera l  d i  Jakar ta  

guna  mengkla r i f i k a s i  dan  menyampaikan  data   dan  

fak ta  bahwa ket i dakhad i r an  Penggugat  se lama 2 bulan  

te rsebu t  te l ah  mendapat  i z i n  secara  l i san  dan te l ah  

dike tahu i  0 leh  atasan  Penggugat   ya i t u  Kepala  

Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  Makassar  yang  

lama,  dan  pada  saat  i t u  Tim  Pemer iksa  menyatakan  

akan  memperba ik i  data  temuan  has i l  pemer iksaan  dan  
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memer in tahkan  Penggugat  untuk  kembal i  ber tugas  di  

Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Makassar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa atas  has i l  per temuan  dengan   Tim  Pemer iksa  

te rsebu t ,  Penggugat  merasa  lega  dan  kemudian  

sete lah  i t u  Penggugat  kembal i  melaksanakan  tugas  di  

Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Makassar  

sebaga imana  mest inya  seorang  pegawai  neger i  s ip i l  

dengan  mengis i  data  absens i  dar i  bu lan  Desember  

2006  sampai  dengan  bulan  Maret  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

10. Bahwa te rnya ta  tanpa  sura t  keputusan  dar i  pe jaba t  

yang  berwenang,  ga j i  Penggugat   d i t ahan  oleh  Kepala  

Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Makassar  

te rh i t u ng  se jak  bu lan  Oktober  2007  dan  te rhadap  

kenya taan  in i  Penggugat  te tap  bersabar  dan  te tap  

melakssanakan  tugas  yang  d ibe r i kan  pada  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. Bahwa  kemudian  te rnya ta  data  has i l  temuan  Tim 

Pemer iksa  mengenai  ket i dakhad i r an  Penggugat  se lama 

2  bulan  te rsebu t  d i t i n dak l an j u t i  o leh  Tergugat  

dengan  menerb i t kan  sura t  keputusan  objek  sengketa ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. Bahwa untuk  mengk la r i f i k a s i  kebenaran  adanya  sura t  

keputusan  objek  sengke ta ,  Penggugat  ber in i s i a t i f  
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untuk  mendatang i  Kanto r  Depar temen  Agama  RI  di  

Jakar ta  dan  te rnya ta  ber i t a  te rsebu t  benar  adanya,  

karena  pada  saat  i t u  ya i t u  tangga l  23 Oktober  2008  

Penggugat   mener ima  langsung  Sura t  Keputusan  

Tergugat  yang  menjad i  ob jek  sengke ta  dalam perkara  

in i  dar i  Bapak  H.  Maryono,  pegawai  pada  bagian  

Perundang- undangan  dan Kepegawaian  Depar temen Agama 

RI ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

13. Bahwa  kenyataan  in i  sangat   memukul  hat i  dan 

perasaan  Penggugat  seke lua rga  karena  Penggugat  

ada lah  tu lang  punggung  ke lua rga  ser ta  yang  leb ih  

menyedihkan  bag i  Penggugat  ada lah  bahwa  ket i dak  

had i ran  Penggugat  se lama  2  bu lan  i t u  ada lah  untuk  

membakt i kan  d i r i  sebaga i  seorang  anak  dengan  

mengurus  dan  merawat  Ibu  kandung  (sebaga imana  yang  

dia j a r kan  oleh  Al lah  SWT dan Rasulnya  Muhammad SAW) 

yang  sedang  sak i t  dan  ket i dakhad i r an  Penggugat  

te rsebu t  sah  dan  dapat  d ibenarkan  karena  te l ah  

mendapat  i z i n  secara  l i san  dar i  atasan  Penggugat .  

Apalag i  Tim  Pemer iksa  sudah  mener ima  pen je l asan  

Penggugat  mengena i  ket i dakhad i r an  Penggugat  dan  

sudaha  ber j an j i  akan  memperba ik i  data  temuan  has i l  

pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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14. Bahwa  sura t  keputusan  Tergugat  objek  sengke ta  

sangat  merug ikan  Penggugat  karena  dengan  sura t  

keputusan  a quo,  Penggugat  dengan  Pangkat  Pengatu r  

Muda  Tk.  I  ( I I / b )  te l ah  keh i l angan  pendapatan  

berupa  gaj i  dan  tun jangan  la i n  yang  sah  yang  

perbu lannya  sebesar  Rp.  1.  306.200 , -  (per  Januar i  

2007) .  J ika  d ih i t ung  se jak  bulan  Oktober  2006  

sampai  dengan  Maret  2007           (6  bu lan) ,  maka 

gaj i  dan  pendapatan  la i n  yang  sah  yang  

berhak  di te r ima  Penggugat  ada lah  Rp.  1.306 .200 , -  x  

6  bu lan               =  Rp.  7.837 .200 , -  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bahwa  sura t  keputusan  Tergugat  ob jek  sengke ta  a 

quo  cacat  yur i d i s  ba ik  di t i n j a u  dar i  sudut  fo rma l  

prosedura lnya  maupun  mater i l  substans ia l n ya  dan  

karenanya  harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  

16. Bahwa da lam sura t  keputusan  Tergugat  ob jek  sengke ta  

a quo,  dasar  pemberhent i an  Penggugat  ada lah  karena  

Penggugat  melanggar  pasa l  12  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979,  d imana  disebu tkan  

bahwa  seorang  dapat  d ibe rhen t i k an  sebaga i  pegawai  

neger i  s ip i l  manaka la  yang  bersangku tan  t i dak  masuk  

ker ja  tanpa  alasan  yang  sah  se lama  6  bulan  te rus  

menerus ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. Bahwa Penggugat  mengaku i  t i dak  masuk ker j a  se lama 2 

bulan  ( te l ah  mendapat  i z i n  secara  l i san  dar i  atasan  
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Penggugat )  dan  j i k a  dihubungkan  dengan  dasar  

pemberhent i an  Penggugat  ya i t u  pasa l  12  ayat  (3 )  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979,  maka 

ket i dakhad i r an  Penggugat  se lama  2  bulan  te rsebu t  

be lum  memenuhi  keten tuan  pasa l  a  quo,  apa lag i  

ket i dakhad i r an  Penggugat  sah  karena  te lah  mendapat  

i z i n  dar i  atasan  Penggugat ,  o leh  karenanya  sura t  

keputusan  Tergugat  ob jek  sengke ta  a  quo  secara  

mater i l  substans ia l n ya  ada lah  cacat  dan  ke l i r u  dan  

harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18. Bahwa  secara  fo rma l  prosedura l ,  sura t  keputusan  

Tergugat  ob jek  sengke ta  a  quo  juga  cacat  yur id i s ,  

karena  sebe lum Tergugat  menerb i t kan  sura t  keputusan  

objek  sengke ta  a quo,  seharusnya  Tergugat  melakukan  

pemer iksaan  te r l eb i h  dahulu  pada Penggugat  dan juga  

harus  di l a l u i  tahapan  seper t i  penghent i an  gaj i  

Penggugat  ya i t u  te rh i t u ng  se jak  bulan  ket i ga  dar i  

ket i dakhad i r an  Penggugat  (dengan  sura t  keputusan  

sebaga i  bentuk  hukuman dis i p l i n )  sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30        Tahun  

1980  ten tang  Pera tu ran  Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  

Sip i l .  Prosedur - prosedur  in i  t i dak  di l a l u i  o leh  

Tergugat  seh ingga  secara  fo rma l  prosedura l  sura t  

keputusan  Tergugat  ob jek  sengke ta  a  quo  adalah  

cacat  yur id i s  dan harus  dinya takan  bata l  atau  t i dak  
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sah;  - - - - - - -

19. Bahwa se la i n  i t u  da lam menerb i t k an  sura t  keputusan  

objek  sengketa  a  quo,  Tergugat  te lah  melanggar  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik ,  ya i t u  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

a.   Asas Audi  Et  Alteram Partem,   ya i t u  asas  yang  

mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mendengar  kete rangan  

Penggugat  (sebaga i  sarana  pembelaan  di r i )  

sebe lum  keputusan  di te rb i t k an .  Penggugat  t i dak  

pernah  d imin ta i  kete rangannya  dan  t i dak  pernah  

dibe r i  kesempatan  untuk  menje laskan  

ket i dakhad i r an  Penggugat  se lama  2  bulan  

sebaga imana  prosedur  yang  seharusnya  di l akukan  

sebe lum seorang  pegawai  neger i  s ip i l   d i j a t uh i  

hukuman  d is i p l i n ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

b. Asas  Pengharapan  Yang  Wajar ,  ya i t u  Tim 

Pemer iksa  te l ah  menjan j i k an  akan  memperba ik i  

data  has i l  temuan  mengenai  ket i dakhad i r an  

Penggugat  se lama  2  bulan  ket i ka  Penggugat  

datang  untuk  mengkla r i f i k a s i n ya .  Akan  te tap i  

seba iknya  te rnya ta  jan j i  /  harapan  te rsebu t  

t i dak  dipenuh i  o leh  Teruga t ;  - - - -

c.  Asas  Kecermatan,  ya i t u  bahwa  Terguga t  

mendasarkan  penerb i t an  sura t  keputusan  objek  
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sengketa  a quo pada pasa l  12 ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Tahun  1979  dimana  disebu tkan  bahwa 

seorang  pegawai  neger i  s ip i l  yang  t i dak  masuk  

se lama     6  bu lan  ber tu ru t - tu ru t  tanpa  alasan  

yang  sah  dapat  d iberhen t i k an  t i dak  dengan  

hormat ,  sementara  Penggugat  meningga lkan  tugas  

se lama  2  bulan  dan  i t upun  secara  sah  karena  

te lah  mendapat  i z i n  l i s an  dar i  atasan  Penggugat  

ya i t u  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  

Makassar ;  - - - - - - -

d. Asas  Keadi lan ,  ya i t u  bahwa  untuk   kesa lahan  

yang  te l ah  di l akukan  oleh  Penggugat  t i dak l ah  

adi l  j i k a  sampai  d i j a t uh i  hukuman  berupa  

Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat ,  atau  dengan  

kata  la i n  kesa lahan  yang  di l akukan  t i dak  

seband ing  dengan  hukuman  yang  di j a t uhkan  dan  

in i  ada lah  sebuah  ket i dak  adi l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.   Bahwa berdasarkan  ura ian - ura ian  te rsebu t  d ia tas ,  

t i ndakan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  sura t  

keputusan  objek  sengke ta           a  quo,  te l ah  

bersesua ian  dengan  keten tuan  pasa l  53  ayat  (2 )  

huru f  a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imna  

te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  dan  karenanya  sura t  keputusan  
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objek  sengke ta  a quo harus  dinya takan   bata l  atau  

t i dak  sah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te ru ra i  d ia tas ,  bersama 

in i  dengan  sega la  hormat  Penggugat  memehon  agar  

Ketua  Pengad i l an /Ma je l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  berkenan  menja tuhkan  putusan  

yang  amarnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  

Menter i  Agama  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

MA/B.11 /1 /PTDH/219  tangga l  20  Pebruar i  2007  

ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama Muchta r ;  

- - - - - - -

3. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Menter i  Agama  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  MA/B.11 /1 /PTDH/219  tangga l  20  Pebruar i  

2007  ten tang  Pemberhent i an  Tidak  Dengan  Hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  atas  nama Muchta r ;  

- - - - - - -

4. Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mengembal i kan  pos is i  

Penggugat  seper t i  semula  dan  member ikan  hak-

hak,  kedudukan  Penggugat  sebaga i  Pegawai  Neger i  

Sip i l  d i  Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  Kota  
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Makassar ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  sega la  biaya  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa pada  har i  s idang  yang  te l ah  di ten tukan  para  

pihak  te l ah  datang  menghadap  dipers i dangan ,  Penggugat  

pr ins i pa l  bernama  Muchtar ,   sedang  Tergugat  d iwak i l i  

o leh  Kuasanya  bernama Sishka ,  SH. ,  Saan,  SH dan Nazlah  

Anastas ia ,  SH.  M.Kn. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t  

Pihak  Tergugat  te lah  mengajukan  jawaban  pada  

pers i dangan  tangga l  9  Desember  2008,   dengan  

mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I .  DALAM  EKSEPSI .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

GUGATAN  PENGGUGAT  DALUWARSA  (LEWAT  WAKTU) ;  

- - - - - - - - - - -

1.  Bahwa Terguga t  menolak  dan membantah  secara  tegas  

se lu ruh  dal i l  gugatan  Penggugat ,  kecua l i  mengenai  

ha l - ha l  yang  secara  je l as  dan  tegas  d iaku i  

kebenarannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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2. Bahwa  yang  menjad i  ob jek  perkara  ada lah  sura t  

keputusan  Menter i  Agama Nomor  MA/B. I I / 1 / PTDH/219  

tangga l  20  Pebruar i  2007  ten tang  pen ja tuhan  

hukuman  d is i p l i n  berupa  pemberhent i an  t i dak  

dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  

Sdr .  Muchta r ,  pegawai  Kantor  Urusan  Agama 

Kecamatan  Kota  Makassar ,  Kantor  Depar temen  Agama 

Kota  Makassar ,  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  Sura t  

Keputusan  a  quo;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

3. Tergugat  menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  yang  

menyatakan  bahwa Sura t  Keputusan   a  quo  di te r ima  

oleh  Penggugat  tangga l   23  Oktober  2008,  Pegawai  

Neger i  Sip i l  pada  bag ian  perundang- undangan  

Kepegawaian  Depar temen  Agama,  dengan  alasan  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a. Penggugat  te l ah  dengan  senga ja  mempengaruh i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  bag ian  perundang-

undangan  agar  pegawai  neger i  s ip i l  te rsebu t  

menyerahkan  Sura t  Keputusan  a  quo  kepada  

Penggugat  dengan  alasan  bahwa  Penggugat  be lum 

pernah  mener ima  Sura t  Keputusan  a  quo.  Dengan 

sega la  t i pu  dayanya,  Penggugat  berhas i l  

mempengaruh i  pegawai  neger i  s ip i l  te rsebu t  
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hingga  akh i rnya  menyerahkan  Sura t  Keputusan  

a  quo  kepada  Penggugat  te r t angga l  23  Oktober  

2008;  - - - - - - - - - - - -

b. Fakta  yang  sebenarnya  menunjukkan  bahwa 

Penggugat  mengetahu i  dan  mener ima  Sura t  

Keputusan  a  quo  sebe lum  tangga l  23  Oktober  

2008,  sebaga imana  diu ra i  d ibawa in i ; - - - - - - - - -

i .   Sura t   Keputusan  a quo   d i t e r ima  o leh  sta f  

kepegawaian  Kanwi l  Depar temen  Agama Prop ins i  

Sulawes i  Sela tan  pada  tangga l  8  Maret  2007  

sesua i  dengan  tanda  te r ima  yang  ada  pada  

Tergugat   (buk t i  T  –  1) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i i . Sub  Bagian  Kepegawaian  Kanwi l  

Depar temen  Agama Prov ins i  Sulawes i  Sela tan  

kemudian  mengi r imkan  sura t  te rsebu t  ke  

Kanto r  Depar temen  Agama  (Kandepag)  Kota  

Makassar  pada  tangga l  26  Maret  2007,  

sebaga imana  lembar  d ispos i s i  sura t  masuk  

(Buk t i  T – 2) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i i i . Sete lah  Kandepag  Kota  Makassar  mener ima  

sura t  keputusan  a  quo  segera  dise rahkan  dan  

di t e r ima  oleh  Penggugat  pada  akh i r  bu lan  

Maret  2007,  sebaga imana  Sura t  Pernya taan  

te r t angga l  4 Desember  2007 (Buk t i  T – 3) ;  

c . Fakta - fak ta  te rsebu t  d ia tas ,  d idukung  pula  oleh  
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adanya  sura t  kebera tan  Penggugat   yang  

di t u j u kan  kepada  Menter i  Agama  te r t angga l  3 

Oktober  2007  (Buk t i  T  –  4)  dan  kepada  

Sekre ta r i s  Jendera l  Depar temen  Agama te r t angga l  

23  Ju l i  2008           (Buk t i  T- 5) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Atas  kebera tan  Penggugat  te rsebu t ,  Tergugat  

menyampaikan  jawaban  mela lu i  sura tnya  Nomor:  

B. I I / 1 - b/Kp .09 /096 /2008  te r t angga l  6  Pebruar i  

2008  yang  di tu j u kan  kepada  Penggugat .  sura t  

te rsebu t  in t i n ya  menyatakan  bahwa pemberhent i an  

Penggugat  sebaga i  pegawai  neger i  s ip i l  

d idasarkan  pada  keten tuan  pasa l  te rsebu t ,  maka 

Penggugat  t i dak  dapat   mengajukan  kebera tan ,  

kecua l i  mengajukan  gugatan  ke  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  (Buk t i   T- 6) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Bahwa  menuru t  keten tuan  pasa l  55  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  gugatan  hanya  dapat  d ia j ukan  

hanya  dalam  tenggang  waktu  sembi l an  puluh  har i  

te rh i t u ng  se jak  saat  d i t e r imanya  atau  

diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara ,  dengan  demik ian  sesua i  dengan  

keten tuan  paasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  te rsebu t  gugatan  Penggugat  te lah  lewat  90 

(sembi l an  puluuh)  har i .  Oleh  karena  i t u  gugatan  
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Penggugat  te l ah  daluwarsa  ( l ewa t  waktu ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  te rbuk t i  bahwa 

gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  atau  daluwarsa  

sebaga imana  keten tuan  dalam  pasa l  55  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun 1986.  Oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  

harus  di to l ak  atau  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  

karena  te l ah  lewat  waktu  (da luwarsa ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka  berdasarkan  sega la  yang  te ru ra i  d ia tas ,  

Tergugat  mohon  dengan  hormat  k i r anya  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  berkenan  

memutuskan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mener ima  Ekseps i  Terguga t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I .  DALAM  POKOK  PERKARA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

1. Bahwa  apa  yang  te lah  Terguga t  ura i kan  dalam 

ekseps i  merupakan  satu  kesatuan  da lam  pokok  

perkara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  Tergugat   menolak  dan  membantah  secara  

tegas  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  

Halaman 19 dar i  53 Halaman Putusan  Nomor:  
169/G/2008/PTUN- JKT.   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kecua l i  mengena i  ha l - ha l  yang  secara  je l as  dan  

tegas  diaku i  kebenarannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bahwa  benar  Tergugat  te l ah  menerb i t kan  sura t  

keputusan  Menter i  Agama  Nomor  :  

MA/B. I I / 1 /PTDH/219  tangga l  20  Pebruar i  2007  

ten tang  pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  berupa  

pemberhent i an      t i dak  dengan  hormat   sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada         Sdr .  Muchtar ,  

Pegawai  Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  

Makassar ,  Kantor  Depar temen  Agama Kota  Makassar  

(se lan j u t n ya  disebu t  Sura t  Keputusan  a  quo) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terb i t n ya  Sura t  Keputusan  a  quo  d idasarkan  pada  

has i l  temuan/aud i t  Tim  Inspek to ra t  dan  didukung  

dengan  bukt i - bukt i  yang  menunjukkan   bahwa 

Penggugat  te l ah  meningga lkan  tugas  sebaga i  staa f  

Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  Makssar ,  

Kanto r  Depar temen  Agama  Kota  Makassar  tanpa  

alasan  yang  sah  se jak  se lama  2  tahun  8  bulan  

(se jak  bulan  September  2003  sampai  dengan   Mei  

2006) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  da l i l  te rsebu t ,  Terguga t  menolak  

dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa  Penggugat  

meningga lkan  tugas  se lama  2  bulan  dengan  alasan  
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mengurus  kep indahan  tugas .  Terb i t nya   Sura t  

Keputusan  a  quo  t i dak  te rka i t  dengan  usu l  mutas i  

tugas  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Sebelum  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  a 

quo,  Tergugat  mela lu i  pe jaba t  d i  daerah  te l ah  

melakukan  pembinaan  te r l eb i h  dahu lu ,  ya i t u  

mengarahkan  agar  Penggugat  te tap  melakukan  

tugasnya  sebaga i  pegawai  Kanto r  Urusan  Agama 

Kecamatan  Kota  Makassar ,  sebaga imana  sura t  

pernya taan  mantan  Kepala      Kanto r  Urusan  Agama 

Kecamatan  Kota  Makassar ,  te r t angga l          4 

Desember  2008  (Buk t i  T- 7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bahwa  penerb i t an  Sura t  Keputusan  a  quo  te l ah  

mela lu i  prosedur  dan  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  sebaga imana  akan  

di j e l a s kan  dalam  dal i l - da l i l  d i  bawah  in i ;  

- - - - - - - - - -

a.   Sdr .  Muchtar  NIP.  150267973,  pangkat / go l ongan  

Pengatu r  Muda Tk.  I  ( I I / b )  sta f   Kantor  Urusan  

Agama  Kecamatan  Kota  Makassar  t i dak  pernah  

masuk  ker j a  tanpa  alasan  yang  sah  atau  t i dak  

je l as  secara  te rus  menerus  se jak  tangga l  

1 September  2003  sampai  dengan  24 Mei  2006  (2  

tahun          8  bu lan  24  har i ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Fakta  in i  d idukung  dengan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .   Daf ta r  had i r / absens i  Penggugat  yang  t i dak  

pernah  di i s i  (kosong) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i i . Pernya taan  mantan  Kepala  Kanto r  Urusan  

Agama  Kecamatan  Kota  Makassar  tangga l  4 

Desember  2008   (v i de  Bukt i  T  –  7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

b. Kepala  Kantor  Depar temen  Agama Kota  Makassar  

te l ah           3  ( t i ga )  ka l i  memanggi l  

Penggugat  untuk  menghadap  dan  d imin takan  

per tanggung  jawaban  atas  ket i dak  hadi rannya ,  

masing- masing  sura t  pangg i l an  te r t angga l  1 

Agustus  2003,   22 Agustus  2003 dan 9 September  

2003,  namun ket i ga   pangg i l an  te rsebu t  t i dak  

di i ndahkan  oleh  Penggugat         (Buk t i  T- 9,  

T- 10,  T- 11) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

c .  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  Kota  

Makassar   se laku  atasan  langsung  Penggugat  

te l ah  member i t ahukan  Kepala  Kanto r  Depar temen  
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Agama Kota  Makassar     mengena i  ket i dakhad i r an  

Penggugat   da lam  melaksanakan  tugasnya  dan  

mohon  per t imbangan  sebaga imana  sura t  Nomor  :  

Kt .1 / 01 /KP .014 /129 /2004  tangga l  20  Desember  

2004  (Buk t i  T  –  12) .  Atas  dasar  sura t  

te rsebu t ,  Kepala  Kantor  Depar temen  Agama Kota  

Makassar   da lam d ispos i s i n ya  meminta  agar  ga j i  

Penggugat  t i dak  dibayarkan  (Buk t i  T- 13) ;  - - -

d. Atas  dasar  sura t  te rsebu t  pada huru f  c d ia tas ,  

Kepala  Kantor  Depar temen  Agama Kota  Makassar  

kemudian  melaporkan  permasa lahan  te rsebu t  

d ia tas  kepada   Kepala  Kanwi l  Depar temen  Agama 

Prov ins i  Sulawes i  Sela tan  sebaga imana  sura t  

Nomor  :  Kd.21 .24 /1 - a/KP.04 .1 /128 /2005  tangga l  

4 Pebruar i   2005 yang  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

Kepala  Kantor  Depar temen  Agama Kota  Makassar  

te lah  beberapa  ka l i  memanggi l  Penggugat  dan  

gaj i  Penggugat  te l ah  di tahan  se jak  bulan  

November  2003  (Buk t i  T- 14) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e. Saat  Inspek to ra t  Jendera l  melakukan  audi t  pada  

Kanto r  Depar temen  Agama Kota  Makassar  bu lan  

Mei  2006,  te rdapa t  temuan  bahwa  Penggugat  

te lah  meningga l kan  tugas  se lama  leb ih  dar i  6 

(enam)  bulan  secara  te rus  menerus  se jak  

September  2003  sampai  dengan  saat  aud i t  

d i l akukan      tangga l  24  Mei  2007;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

f . Tim  Inspek to ra t  Jendera l  kemudian  melaporkan  

has i l  Audi t  pada   Kanto r  Depar temen  Agama 

mela lu i  sura t              Nomor  :  

IJ / I I I / LHA /R /PS.00 /343 /2006  tangga l  16  Jun i  

2006  yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  Kanwi l  Kota  

Makassar  Depar temen  Agama  Provens i  Sulawes i  

Sela tan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

g. Berdasarkan  has i l  aud i t  I t j en ,  kemudian  

Inspek tu r  Jendera l  Depar temen  Agama 

menyampaikan  sura t  kepada  Sekre ta r i s  Jendera l  

Depar temen  Agama   dengan  sura t  

Nomor  :  IJ / I I I / STL /R /PS.00 /058 /2006  tangga l  29  

Jun i  2006  ten tang  Saran  Tindak  Lan ju t  Hasi l  

Audi t  pada  Kanto r  Depar temen  Agama   Kota  

Makassar  (Buk t i  T- 15) ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

h. Menindak  lan ju t i  has i l  aud i t  Tim  Inspek to ra t  

Jendera l ,  Kepala  Kanto r  Depar temen  Agama Kota  

Makassar  mengajukan  permohonan  pemberhent i an  

gaj i  atas  nama Penggugat  ke  Kepala  KPPN Kota  

Makassar  sebaga imana  sura t             Nomor  :  

Kd.21 .24 /1 - a/KP.04 .2 /1145 /2006  tangga l  12 Jun i  

2006   (Buk t i  T  –  16) ,  dan  ga j i  yang  te l ah  

dica i r kan  sebe lumnya  te l ah  dikembal i kan  kepada  

Kas Negara  (Buk t i  T- 17) ;  - - - - - - - - - - - -

i . Akhi rnya  berdasarkan  data  dan  dokumen  yang  

24

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada,  se lan ju tn ya  diadakan  s idang  Dewan 

Per t imbangan  Kepegawaian  (DPK)  d i  Bi ro  

Kepegawaian  Sekre ta r i a t  Jendera l  Depar temen  

Agama dengan  agenda  membahas  pelanggaran  yang  

di l akukan  oleh  Penggugat ,  dan   Dewan 

Per t imbangan  Kepegawaian  Depar temen  Agama 

tangga l  5  Oktober  2006  memutuskan  menja tuhkan  

hukuman  berupa  pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat  t i dak  atas  permin taan  send i r i  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  Penggugat ,  karena  

te lah  melanggar  Pasa l  12  ayat  (3 )  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  (Buk t i  T- 18) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

j . Tangga l  20  Pebruar i  2007  di te rb i t k an  Sura t  

Keputusan  Menter i  Agama  Nomor  

MA/B. I I / 1 /PTDH/219  ten tang  penja tuhan   Hukuman 

Dis ip l i n  berupa  Pemberhent i an  Tidak  dengan  

Hormat  Sebagai  Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  

Penggugat ,  dengan  per t imbangan  bahwa Penggugat  

te lah  melanggar  Pasa l  12  ayat  3  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  32  Tahun  1979  (Buk t i  T- 19) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Berdasarkan  da l i l - da l i l  te rsebu t  d ia tas ,  Tergugat  

menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  angka  15  sampai  

dengan  18 yang  menyatakan  bahwa Sura t  Keputusan  a 
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quo  cacat  yur i d i s ,  ba ik  fo rma l  prosedurnya  maupun 

mater i i l  subs tans inya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Berdasarkan  prosedur  dan  kewenangan  yang  ada,  

maka  penerb i t an  Sura t  Keputusan  a  quo  te lah  

sesua i  dengan  kewenangan  yang  ada  pada  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewenangan  Tergugat  untuk  menerb i t kan  Sura t  

Keputusan  a  quo  te lah  didasarkan  pada  Keputusan  

Menter i  Agama  Nomor  489  Tahun  2003  ten tang  

Pendelegas ian  wewenang  ten tang  Penja tuhan  Hukuman 

Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l  d i  L ingkungan  

Depar temen  Agama;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  3 KMA Nomor  489 Tahun  2003  berbuny i :  “Sura t  

Keputusan  ten tang  pen ja tuhan  Hukuman  Dis ip l i n  

yang  bukan  wewenang  Pres iden  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30        Tahun  1980  

dan  t i dak  dide legas i kan  menuru t  Keputusan  in i  

ada lah  wewenang  Menter i ”   (Buk t i  T- 20) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  penerb i t an  Sura t  Keputusan  

a  quo  te l ah  sesua i  dengan  prosedur ,  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  t i dak  

sewenang- wenang;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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7. Tergugat  menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  angka  2 

sampai  dengan  7  karena  da l i l  te rsebu t  t i dak  

didasarkan  pada  fak ta  yang  ada  dan  Penggugat  

hanya  mencar i - car i  a lasan /pembenaran  bahwa 

ket i dakhad i r an  Penggugat  melaksanakan  tugas  

ada lah  sah  dan  dapat  d ibenarkan ,  sebaga imana  akan  

diu ra i kan  sebaga i  ber i ku t :  - - -

a.  Sebaga imana  da l i l  Tergugat  angka  5  dia tas ,  

te rb i t n ya   Sura t  Keputusan  a quo  ada lah  karena  

Penggugat   te lah  meningga lkan  tugas   secara  

te rus  menerus  se lama  leb ih  dar i    6  (enam)  

bulan  se jak  September  2003  sampai  dengan  

Mei  2006,   bukan  karena  usu l  p indah  tugas  

Penggugat  ke  Kanwi l  Depar temen  Agama Prov ins i  

DKI  Jakar ta ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meskipun  usu l  p indah  tugas  Penggugat  te l ah  

dise tu j u i ,  namun sampai  dengan  saat  in i  be lum 

ada  Sura t  Keputusan  mutas i  def i n i t i f  atas  nama 

Penggugat  dan  seharusnya  Penggugat  te tap  

ber tugas  di  tempat  yang  lama,  ya i t u  d i  Kanto r  

Urusan  Agama   Kecamatan  Kota  Makassar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b. Tim  Inspek to ra t  Jendera l  melakukan  pemer iksaan  

pada  bulan  Mei  2006,  sedangkan  Penggugat  te l ah  

meningga lkan  tugas  se jak  bu lan  September  2003  

sampai   dengan  saat  pemer iksaan  Tim  I t j en  

te rsebu t .  Jad i  saat  Tim  I t j en  melakukan  
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pemer iksaan ,  Penggugat  te l ah  meningga lkan  tugas  

se lama        2  Tahun  8  bulan ,  bukan  2  bulan  

sebaga imana  da l i l  gugatan  Penggugat  angka  5;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

c . Saat  Tim I t j e n  melakukan  pemer iksaan ,  t i dak  ada  

pergan t i an  Kepala  Kanto r  Urusan  Agama Kecamatan  

Kota  Makassar ,  Saat  pemer iksaan  I t j e n  bulan  Mei  

2006,   Kepala  Kanto r  Urusan  Agama  Kecamatan  

Kota  Makassar  ada lah  Drs .  H.  Abbdul  Rasy id ,  M 

yang  menjaba t  se jak  September  2003  sampai  

dengan  Oktober  2006;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

8.  Tergugat  menolak  dal i l  gugatan  Penggugat  angka  8 

dan  13  yang  menyatakan  bahwa  Tim  I t j e n  akan  

memperba ik i  data  temuan  has i l  pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  data  yang  ada,  saat  Penggugat  

menghadap  Ketua  Tim  I j en /Aud i t o r ,  Tim  I t j en  

menyatakan  bahwa  Tim  akan  mendiskus i kan  leb ih  

dahu lu  dengan  Dewan STL (Saran  Tindak  Lan ju t )  dan  

sementa ra  i t u  Penggugat  di tugaskan  d i t empat  

semula .  Tim  I t j en  t i dak  menyatakan  akan  

memperba ik i  data  temuan  has i l  pemer i ksaan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bahwa  Penerb i t an   Sura t  Keputusan  a  quo  te l ah  

mempert imbangkan  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik  (AAUPB)  ya i t u :  Asas  Propors i ona l i t a s  dan  

Asas  Kecermatan ;  - - - - - - -

a.  Asas  Audi  Et  Al te ram  Par tem.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga imana  da l i l  Tergugat  angka  5  huru f  b 

te rsebu t  d ia tas ,  bahwa  Penggugat  te lah  

dipangg i l  sebanyak  3  ( t i ga )  ka l i  untuk  

didengar  kete rangannya  berka i t an  dengan  

ket i dakhad i r an  Penggugat  da lam  melaksanakan  

tugas ,  namun Penggugat  t i dak  datang  memenuhi  

pangg i l an  te rsebu t  (v ide  Bukt i  T- 9,      T- 10,  

dan  T- 11)  ha l  in i  menunjukkan  adanya  i t i k ad  

t i dak  baik  dar i  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

b. Asas  Pengharapan  Yang  Wajar .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sebaga imana  dal i l  Tergugat  angka  8  te rsebu t  

d ia tas ,  Tim  I t j en  t i dak  pernah  menjan j i k an  

akan  memperba ik i  data  has i l  temuan.  Tim I t j en  

menyatakan  bahwa Tim akan  mendiskus i kan  leb ih  

dahu lu  dengan  Dewan STL (Saran  Tindak  Lan ju t )  

dan Dewan STL menyatakan  bahwa te tap  berpegang  

pada  Saran  Tindak  Lanju t  semula  yang  
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menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  t i dak  dengan  

hormat  atas  pelanggaran  yang  di l akukan  

Penggugat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c . Asas  Kecermatan .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Penja tuhan  sanks i  kepada  Penggugat  te lah  

didasarkan  pada data  dan fak ta  (v i de  bukt i  T- 7 

dan  T- 8)  ser ta  keten tuan  hukum yang  ber laku  

(buk t i  T- 20)  yang  menunjukkan  bahwa Penggugat  

te lah  meningga l kan  tugas  se lama  leb ih  dar i  

6  (enam)  bulan  dan  karena  di j a t uh i  sanks i  

pemberhent i an  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

d. Asas  Keadi l an .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

                   Penja tuhan  sanks i  te rhadap  

Penggugat  te l ah  memenuhi  asas  kead i l an ,  ya i t u  

da lam  rangka  penegakan  hukum  bag i  set i ap  

Pegawai  Neger i  Sip i l  yang  meningga lkan  tugas  

se lama            6 (enam)  bu lan  secara  te rus  

menerus  tanpa  alasan  yang  sah  dikenakan  sanks i  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  

Pegawai  Neger i  Sip i l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  penerb i t an  sura t  
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keputusan  a quo  t i dak  ber ten tangan  dengan  asas- asas  

umum pemer in tahan  yang  baik ;  

Berdasarkan  dal i l - da l i l  sebaga imana  te rsebu t  d ia tas ,  

membukt i kan  bahwa  te rb i t n ya  sura t  keputusan  a  quo  

te lah  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku ,  dan t i dak  ber ten tangan  dengan  

asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik ,  dan  o leh  

karenanya  sura t  keputusan  a quo  sah  dan  berdasarkan  

hukum;  - - - - - - - - -

Selan ju tnya ,  mohon agar  Maje l i s  Hakim yang  te rho rmat  

berkenan  member ikan  putusan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

PRIMAIR.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  atau  

set i dak - t i daknya  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  

d i t e r ima ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  sah  menuru t  hukum  Sura t  Keputusan  

Menter i  Agama Nomor  :  MA/B. I I / 1 / PTDH/219  tangga l  

20  Pebruar i  2007  ten tang  pen ja tuhhan  hukuman 
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dis i p l i n  berupa  pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  Sdr .  Muchtar ;  

- - - - - - - - - -

- Menolak  permohonan  Penggugat  yang  memer in tahkan  

Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  yang  

Menter i  agama Nomor  :  MA/B. I I / 1 / PTDH/219  tangga l  

20  Pebruar i  2007  ten tang  pen ja tuhhan  hukuman 

dis i p l i n  berupa  pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  kepada  Sdr .  Muchtar ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menolak  permohonan  Penggugat  untuk  merehab i l i t i r /  

mengembal i kan  pos is i  Penggugat  da lam  kedudukan  

semula  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  dengan  sega la  

hak- hak  kepegawaiannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

-  Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - -

SUBSIDAIR.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  mohon 

putusan  yang  sead i l - ad i l nya  (ex  aequo  et  bono) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  te rhadap  jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan  rep l i k nya  pada  pers i dangan  
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tangga l  23  Desember  2008,  yang  pada  pokoknya  

menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  gugatannya ,  

demik ian  pula  dengan  Terguga t  te lah  mengajukan  

dup l i knya  pada  pers i dangan  tangga l  13  Januar i  2009,  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  

jawabannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  gugatannya ,  

Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i - bukt i   sura t  yang  

di t anda i  dengan     Bukt i   P – 1 sampai  dengan  P – 14,  

yang  te l ah  bermate ra i  cukup  dan  te l ah  disesua i kan  

dengan    as l i n ya ,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  P – 1 : fo tokop i  Sura t  Keputusan  Menter i  

Agama RI  No.  MA/B. I I / 1 /PTDH/219  tangga l  

20  Pebruar i  2007  ten tang  Pemberhent i an  

Tidak  Dengan  Hormat  sebaga i  PNS  an.  

MUCHTAR,  NIP.   150262973 ,  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2.  Bukt i  P – 2 : fo tokop i  Memo  dar i  pe jaba t  d i  

l i ngkungan  Inspek to ra t  Jendera l  

Depar temen  Agama RI  tangga l  7  Desember  

2006  dan  Kepala  KUA  kecamatan  Kota  

Makasar  tangga l  28  Desember  2006  yang  

pada  pokoknya  menerangkan  bahwa 
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Penggugat  d ipe r i n t ahkan  untuk  

melaksanakan  tugas  kembal i  d i  KUA 

kecamatan  Kota  Makssar ,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bukt i  P – 3 : fo tokop i  Daf ta r  Peni l a i an  

Pelaksanaan  Peker j aan  Tahun  1996  an.  

MUCHTAR,  NIP.  150262973. ,  ( fo t okop i  

dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

4.  Bukt i  P – 4 : fo tokop i  Daf ta r  Hadi r  Pegawai  KUA 

kecamatan  Kota  Makssar  bu lan  Nopember  

2006,  Desember  2006,  Januar i  2007  dan  

Pebruar i  2007,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  P – 5 : fo tokop i  sura t  Penggugat  kepada  

Menter i  Agama RI  tangga l  3 Oktober  2007  

per iha l  kebera tan  atas  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja ,  (sesua i  dengnan  as l i ) ;  

- -

6.  Bukt i  P – 6 : fo tokop i  sura t  Sekre ta r i s  

Inspek to ra t  Jendra l  Depar temen  Agama RI  

No.  C/2 .c /KP .09 /047 /2008  tangga l  22 

Januar i  2008  per i ha l  kebera tan  atas  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  an.  MUCHTAR, 
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NIP.  150262973,  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.  Bukt i  P – 7 : fo tokop i  sura t  Penggugat  kepada  

Sekre ta r i s  Jendera l  Depar temen  Agama RI  

tangga l  23  Ju l i  2008  per iha l  Pembetu lan  

Keputusan  Menter i  Agama  RI ,  ( fo t okop i  

dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

8.  Bukt i  P – 8 : fo tokop i  Daf ta r  Per inc i an  Gaj i  

bu lan  Januar i  2007    an.  MUCHTAR,  NIP.  

150262973,   ( fo t ocopy  dar i  fo tocopy  cap  

basah) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

9.  Bukt i  P – 9 : fo tokop i  sura t  Kepala  Kanto r  

Wi layah  Depar temen  Agama  DKI  Jakar ta  

No.  Wj/1 - b/Kp.07 .5 / 5887 /1998 ,  tangga l  

12  Nopember  1998,  Per iha l  Permohonan  

Pindah  Tugas  An.  Sdr .  Muchta r ,  

( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  P – 10 : fo tokop i  Sura t  daf ta r  had i r  

Karyawan  dan  Karyawat i  Kanto r  Dep.  

Agama Kota  Makassar ,  Tangga l  3  Januar i  

2007.  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.  Bukt i  P – 11 : fo tokop i  Kar tu  Keluarga .  An.  

Penggugat  sebaga i  Kepala  Keluarga .  

Bera lamat  di  Ja lan  S.  Pareman    Lr .  54  

No.11 ,  Rt .006 /Rw.003  Kel  La jang i r u ,  

Kec.  Ujung  Pandang,  Kota  Makassar ,  

Prop.  Sulawes i  Sela tan  ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  Bukt i  P – 12 : fo tokop i  Sura t  Di rek tu r  

Jendera l  Bimbingan  Masyaraka t  Is l am  dan  

Urusan  Haj i  Nomor:  D/2 /K .U .06 /947 /  

1999,  tangga l  26  Mei  1999,  ( fo t okop i i  

dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

13.  Bukt i  P – 13 : fo tokop i  Sura t  Tanda  Tamat  

Pendid i kan  dan  Pela t i han  Nomor:  

142/ I I / LPJ /BDL.X /1994 ,  tangga l  6 

Januar i  1994,  an.  MUCHTAR,  NIP.  

150262973,  ( fo t okop i  dar i  fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

14.  Bukt i  P – 14  : fo tokop i  fo to  Orangtua  

Penggugat  yang  te l ah  mu’a l l a f  sekarang  

sedang   sak i t ,  yang  butuh  perha t i an  

dar i  Penggugat . ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  sangka lannya ,  

Tergugat  te l ah  mengajukan   bukt i - bukt i   sura t   yang  

di t anda i   dengan   T –  1  sampai  dengan  T –  20   yang  

te lah  bermate ra i  cukup  dan  te l ah  d isesua i kan  dengan  

as l i nya ,  sebaga i   ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i  T – 1 : Tanda  Ter ima  Sura t  Keputusan  

Menter i  Agama  Nomor  :  

MA/B. I I / 1 /PTDH/219 ,  tangga l  20  Pebruar i  

2007,   Sura t  Keputusan  a  quo  yang  

di t e r ima  oleh  sta f  kepegawaian  Kanwi l  

Depar temen  Agama  Prov ins i  Sulawes i  

Sela tan  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i  T – 2 : Lembar  dispos i s i  tangga l  20  –  2 

2007  Nomor:  MA/B. I I / I / P TDH/219 ,  Asal  

Menter i  Agama,  Is i  Berkas  Sura t  

Keputusan  Pemberhent i an  an.  Muchtar ,  

d i t e r ima  tangga l  26  Maret  2007,  

Sulawes i  Sela tan  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

3.  Bukt i  T – 3 : Sura t  Pernya taan  Dra.  Tenr i  

Sangiang  te r t angga l  4  Desember  2008,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i  T – 4 : Sura t  Penggugat  yang  d i t u j u kan  

kepada  Menter i  Agama  RI .  Cq.  Kepala  

Bi ro  Kepegawaian ,  te r t angga l  3  Oktober  

2007  per iha l  Kebera tan  atas  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  (PHK) ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - -

5.  Bukt i  T – 5 : Sura t  Penggugat  yang  d i t u j u kan  

kepada  Sekre ta r i s  Jendera l  Depar temen  

Agama  RI ,  te r t angga l  23  Ju l i  2008,  

per iha l  Pembetu lan  Keputusan  Menter i  

Agama  RI .  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6.  Bukt i  T – 6 : Sura t  Kepala  Bi ro  Kepegawaian  

Depar temen     Agama RI .  Nomor  :  B. I I / 1 -

b/Kp.09 /096 /2008 ,  tangga l  6  Pebruar i  

2008,   per i ha l  tanggapan  atas  kebera tan  

pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  

sebaga i  PNS,  (sesua i  dengan as l i ) ;  - - -

7.  Bukt i  T – 7 : Sura t  Pernya taan  Drs .  H.  Abdul  

Rasy id  M.,  Jabatan  Pengawas  Tingka t  

Dasar  d i  L ingkungan  Kepala  Kandepag  

Kota  Makassar  te r t angga l  4  Desember  

2008,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

38
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8.  Bukt i  T – 8 : Daf ta r  Hadi r  Pejaba t  dan  pegawai  

KUA  Kecamatan  Kota  Makassar  bu lan  

September  2003  sampai  dengan  Jun i  2005,  

(sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.  Bukt i  T – 9 : Sura t  Kepala  kanto r  Depar temen  

Agama  Kota  Makassar  Nomor  :  Mt.1 / I -

a/KP.04 .1 /938 /2003 ,  per i ha l  Panggi l an  

Dinas  ( I ) ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

10.  Bukt i  T – 10 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Depar temen  Agama Kota  Makassar  Nomor  :  

Mt.1 /1 - a/KP.04 .1 /938 /2003 ,  tangga l  22 

Agustus  2003  per iha l  Pangg i l an  Dinas  

( I I ) ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

11.  Bukt i  T – 11 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Depar temen  Agama Kota  Makassar  Nomor  :  

Mt.1 /1 - a/KP.04 .1 /1026 /2003 ,  tangga l  9 

September  2003  per iha l  Panggi l an  

Dinas  ( I I I ) ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12.  Bukt i  T – 12 : Sura t  Kepala  KUA  Kecamatan  

Kota  Makassar  Keputusan  Menter i  Agama 

Nomor  :  Kt .1 /01 /KP.01 .4 / 129 /2004 ,  

tangga l  20  Desember  2004,  per iha l  

pember i t ahuan  di tu j u kan  kepada  Kepala  
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Kandepag  Kota  Makassar ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - -

13.  Bukt i  T – 13 : Lembar  dispos i s i  Kepala  

Kandepag  Kota  Makassar  te rhadap  sura t  

Kepala  KUA  Kecamatan  Kota  Makassar ,  

(sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.  Bukt i  T – 14 : Sura t  Kepala  Kandepag  Kota  

Makassar  Nomor:  Kd.21 .24 /1 -

a/KP.04 .1 /128 /2005 ,  tangga l  4  Pebruar i  

2005  yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  

Kanwi l  Depag  Prov .  Sulawes i  Sela tan  

per iha l  Laporan  Pegawai  yang  

Ind i sp l i n e r ,  (sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.  Bukt i  T – 15 : Sura t  Inspek tu r  Jendera l  

Depar temen   Agama  RI ,    Nomor  :  

IJ / I I / STL /R /Ps .00 /058 /06 ,  tangga l  29 

Jun i  2006,   per iha l  Saran  Tindak  Lan ju t  

Hasi l  Audi t  pada  Kandepag  Kota  

Makassar , ( sesua i  dengan as l i ) ;  - - - - - - - -

16.  Bukt i  T – 16 : Sura t  Kepala  Kanto r  

Depar temen  Agama Kota  Makassar  Nomor:  

Kd.21 .24 /1 - a/KP.04 .2 /1145 /2006 ,  tangga l  

12  Jun i   2006,  yang  di tu j u kan  kepada  

Kepala  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  

Negara  Makassar  I I  per iha l  permin taan  
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pemberhent i an  ga j i  an.  Muchtar ,  (sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.  Bukt i  T – 17 : Sura t  Seto ran  Pener imaan  

Negara  Bukan  Pajak  (SSBP)  te r t angga l  28 

September  2009,  ( fo t ocopy  lega l i s i r ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.  Bukt i  T – 18 : Keputusan  Sidang  DPK  Dewan 

Per t imbangan  Kepegawaian  tangga l  5 

Oktober  2006,  Nomor:  

B. I I / 3 / Kp .04 .2 / 54 /2006 ,  (sesua i  dengan  

as l i ) ;  - - - - - - - - - - -

19.  Bukt i  T – 19 : Keputusan  Menter i  Agama  RI  

Nomor:  489  Tahun  2003,  Tentang  

Pendelegas ian  Wewenang  Penja tuhan  

Hukuman Dis ip l i n  Pegawai  Neger i  Sip i l d i  

L ingkungan  Depar temen  Agama,   ( fo t okop i  

dar i  fo tokop i ) ;  - - - - - - - - - - -

20.  Bukt i  T – 20 : Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  32 

Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,   ( fo t okop i  dar i  

fo tokop i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pihak  Penggugat  dan  pihak  Tergugat  t i dak  

mengajukan  saks i  da lam  perkara  in i  meskipun  te lah  
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diber i  kesempatan  oleh  Maje l i s  Hakim;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa   Pihak  Penggugat  dan  pihak   Tergugat  

masing- masing   te lah  menyerahkan  Kes impulannya  pada  

pers i dangan   tangga l   27  Januar i   2009,  sedang  untuk  

mempers ingka t  ura ian  putusan  in i ,  maka  kes impu lan -

kes impu lan  te rsebu t  t i dak  dican tumkan  dalam  putusan  

akan  te tap i  te r l amp i r   da lam ber i t a  acara  pers i dangan  

dan  merupakan  bag ian  dar i  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          

Bahwa  sega la  sesuatu  yang  te rungkap  dalam 

pers idangan  menunjuk  pada  Ber i t a  Acara  Pers idangan  

yang  merupakan  bagian  yang  t i dak  te rp i sahkan  dan  

dianggap  te rmuat  da lam per t imbangan  putusan  in i ;  -

Bahwa  akh i rnya  kedua  belah  pihak  yang  

bersangku tan  menyatakan  t i dak  mengajukan  sesuatu  hal  

lag i  da lam  perkara  in i  dan  mohon  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  yang  te l ah  diu ra i kan  

42

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduknya  sengketa  te rsebu t ;  - - -

Menimbang,  bahwa yang  menjad i  ob jek   sengketa  dan  

dimohonkan  pembata lannya  oleh  Penggugat  adalah  Sura t  

Keputusan  Menter i  Agama Republ i k  Indones ia   (Terguga t )  

Nomor  :  MA/B. I I / I / PTDH/219 ,  tangga l  20  Pebruar i  2007,  

per iha l  pen ja tuhan  hukuman  dis i p l i n  berupa  

pemberhent i an  t i dak  dengan  hormat  sebaga i  Pegawai  

Neger i  Sip i l  atas  nama  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  p ihak  Tergugat  da lam  jawabannya  te r t angga l  9  

Desember  2008  te l ah  mengajukan  ekseps i ,  o leh  karena  

i t u  Maje l i s  Hakim  te r l eb i h  dahu lu  akan  

mempert imbangkan  ten tang  ekseps i  Tergugat  te rsebu t  

sebe lum  memper t imbangkan  ten tang  pokok  perkaranya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  alasan  ekseps i  Tergugat  pada  

pokoknya  ada lah  :  bahwa  gugatan  Penggugat  sudah  

dalua rsa  ( lewat  waktu )  karena  sura t  keputusan  objek  

sengketa  a  quo  d i t e r ima  oleh  Sta f  Kepegawaian  Kanto r  

Wi layah  Depar temen  Agama  Prov ins i  Sulawes i  Sela tan  

pada  tangga l  8  Maret  2007,  Kemudian  Sta f  bag ian  
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Kepegawaian  Kanto r  Wilayah  Depar temen  Agama Prov inns i  

Sulawes i  Sela tan  mengi r im  sura t  te rsebu t  ke  Kanto r  

Depar temen  Agama (Kandepag)  Kota  Makassar  pada  tangga l  

26  Maret  2007,  se lan ju t nya  mela lu i  seorang  anal i s  

Kepegawaian  sura t  te rsebu t  d ise rahkan  dan  d i t e r ima  

oleh  Penggugat   pada  bulan    Maret  2007.  Hal  te rsebu t  

d idukung  pula  oleh  adanya  sura t   kebera tan  tehadap  

sura t  te rsebu t  yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  kepada  

Tergugat  te r t angga l  3  Oktober  2007  dan  kepada  

Sekre ta r i s  Jendera l  Depar temen   Agama RI .  te r t angga l  

23  Ju l i  2008,  yang  kemudian  sura t  kebera tan  te rsebu t  

te lah  di j awab  oleh  Tergugat  mela lu i  sura t  te r t angga l  6  

Pebruar i  2008,  seh ingga  gugatan  Penggugat  te lah  lewat  

waktu  90  har i  sebaga imana  di ten tukan  dalam  pasa l  55  

Undang- Undang  Nomor  5   Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  sudah  d iubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  p ihak  Tergugat  

te rsebu t  p ihak  Penggugat  te l ah  member i kan  tanggapan  

mela lu i  rep l i k nya  te r t angga l   23  Desember  2008  yang  

pada  pokoknya  menolak  ekseps i  Terugat   dengan  alasan  

bahwa Keputusan  objek  sengke ta  baru  di te r ima  Penggugat  

dar i  Bapak  Maryono,  pegawai  neger i  s ip i l  pada  bag ian  

perundang- undangan  Kepegawaian  Depar temen  Agama 

Republ i k  Indones ia  pada  tangga l  23  Oktober  2008  dan  

gugatan  Penggugat   baru  dida f t a r kan  di  Kepani t e raan  
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Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  30  

Oktober  2008,  seh ingga  gugatan  Penggugat  masih  

memenuhi  tenggang  waktu  90  har i  sebaga imana  dia tu r  

da lam  keten tuan  pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  yur i d i s  para  

pihak  yang  bersengke ta  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  mengenai  tenggang  waktu  

mengajukan  gugatan  di  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

berdasarkan   keten tuan        pasa l  55  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  adalah  90  (sembi l an  pu luh )  har i  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dalam pera tu ran  dasar  penerb i t an  

Keputusan  Objek  Sengketa  ya i t u  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  32  Tahun  1979  ten tang  Pemberhent i an  pegawai  

neger i  s ip i l ,  t i dak  dia tu r  bahwa  pember ian  sanks i  

pemberhent i an  pegawai  neger i  s ip i l  harus  diumumkan,  

oleh  karena  i t u  pengh i t ungan  ten tang  tenggang  waktu  

mengajukan  gugatan  harus  dih i t ung  se jak  Keputusan  
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objek  sengke ta  d i t e r ima  oleh  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mendukung  dal i l  ekseps inya  

yang  menyatakan  bahwa  Penggugat  te lah  menima  Sura t  

Keputusan  Objek  sengketa  pada  bulan  Maret  2007,  

Tergugat  te lah  mengajukan  Sura t - Sura t  bukt i  anta ra  

la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  bukt i  T –  1  berupa  buku  agenda  tanda  te r ima  Sura t  

Kanto r  Wilayah  Depar temen  Agama Prov ins i  Sulawes i  

Sela tan ,  yang  is i n ya  menyatakan  Sura t  Keputusan  

Objek  Sengketa  te lah  di te r ima  oleh  sta f  Kepegawaian  

Kanto r  Wilayah  Depar temen  Agama Prov ins i  Sulawes i  

Sela tan  pada  tangga l  8  Maret  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. bukt i  T  –  2,  berupa  lembar  dispos i s i  Sura t  Masuk  

Kanto r   Urusan  Agama Depar temen Agama Kota  Makassar ,  

yang  is i n ya  menyatakan  bahwa  Sura t  Keputusan  Objek  

Sengketa  te l ah  d i t e r ima  oleh  bag ian  Kepegawaian  

Kanto r  Agama Depar temen  Agama  Kota  Makassar  pada  

tangga l  26  Maret  2007;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

3. bukt i  T  –  3,  berupa  Sura t  Pernya taan  Dra.  Tenr i  

Sangiang ,  seorang  ana l i s  Kepegawaian  Kanto r  
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Depar temen  Agama  Kota  Makassar ,  yang  is i nya  

menyatakan  bahwa  Sura t  Keputusan   Objek  sengke ta  

te lah  di  serahkan  kepada  Penggugat  pada  bu lan  Maret  

2007;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. bukt i  T  –  4,  berupa  Sura t  Kebera tan  yang  dia jukan  

oleh  Penggugat  kepada  Tergugat ,  te r t angga l  03  

Oktober  2007,   yang  is i nya  Penggugat  kebera tan  atas  

pemutusan  hubungan  ker j a  (PHK)  atas  di r i n ya  o leh  

Tergugat  dan  mohon  agar  Penggugat  t i dak  d i  pecat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. bukt i  T – 5,  berupa  Sura t  Penggugat  tangga l  23 Ju l i  

2008,  yang  is i nya  Penggugat  mohon  pembetu lan  

Keputusan  Objek  Sengketa  kepada  Sekre ta r i s  Jendera l  

Depar temen  Agama  RI ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. bukt i  T  –  6,  berupa  Sura t  Sekre ta r i s  Jendera l  

Depar temen  Agama RI ,  te r t angga l  6  Pebruar i  2008,  

yang  is i n ya  merupakan  jawaban  atas  kebera tan  

Penggugat  atas  pember ian  sanks i  pemberhent i an  

Penggugat  sebaga i  pegawai  neger i  s ip i l  dan Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  mengajukan  kebera tan  

mela inkan  apab i l a  merasa  t i dak  puas  te rhadap  Sura t  

Keputusan  Objek  Sengketa  dapat  menempuh gugatan  ke  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pihak  penggugat  juga  untuk  

mendukung  dal i l n ya  yang  menyatakan  bahwa  Penggugat  
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baru  mener ima  Keputusan  objek  sengketa  pada  tangga l  23  

Oktober  2008,  te l ah  mengajukan  sura t  bukt i  P  –  1 

berupa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  ob jek  

sengketa ,  yang  dida lam  Sura t  te rsebu t   se la l i g us  

te r t e r a  tanda  te r ima  sura t  te r sebu t  o leh  Penggugat  

pada tangga l  23 Oktober  2008;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  pada  

Keten tuan        pasa l  107  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   sebaga imana  

te lah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  untuk  sahnya  

pembukt i an  dipe r l u kan  sekurang- kurangnya  dua  ala t  

bukt i  berdasarkan  keyak inan  Hakim,  maka Maje l i s  hak im  

berpendapat  Penggugat  t i dak  dapat  membukt i kan  da l i l n ya  

secara  syah  dan  dapat  meyak inkan  bahwa  Ia  mener ima  

Sura t  Keputusan   ob jek  sengke ta  pada  tangga l  23 

Oktober  2008  karena  t i dak  didukung  oleh  a la t  bukt i  

yang  la i n  se la i n  bukt i  P  –  1;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  

pu la  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  Tergugat  te l ah  

dapat  membukt i kan  secara  syah  bahwa  Penggugat  te lah  

mener ima  Keputusan  objek  sengketa  sebe lum  tangga l  23  

Oktober  2008  berdasarkan  bukt i  T –  1,  T –  2,  T –  3,  

T  –  4,   T  –  5,  dan  T  -   6;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  bukt i  T  –  3 

Pengugat  te l ah  dise rah i  Keputusan  Objek   Sengketa  oleh  

Dra.  Tenr i  Sangiang ,  ana l i s  Kepegawaian  Kanto r  Urusan  

Agama Kota  Makassar  dan  berdasarkan  bukt i  T – 4 dan  T 

–  5  Penggugat  te lah  mengajukan  Kebera tan  te rhadap  

Keputusan  Objek  Sengketa ,  o leh  karena  i t u  Maje l i s  

Hakim  berkeyak inan  Penggugat  te l ah  mengetahu i  dan  

mener ima  Keputusan  Objek  Sengketa  sebe lum  Penggugat  

mengajukan  Kebera tan  kepada  Tergugat  atau  set i dak -

t i daknya  pada  tangga l  03  Oktober  2007  ket i ka  Pengugat  

mengajukan  Kebera tan  kepada  Tergugat  ten tang  

pemberhent i an  Penggugat  sebaga i  pegawai  neger i  s ip i l ,  

karena  apab i l a  Penggugat  be lum  mener ima  Keputusan  

objek  sengke ta  untuk  apa  Penggugat  mengajukan  

Kebera tan  te rhadap  Tergugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Menimbang,  bahwa karena  Maje l i s  Hakim berpendapa t  

Penggugat  te l ah  mener ima  dan  mengetahu i  adanya  

Keputusan  Objek  Sengketa  sebe lum  tangga l  03  Oktober  

2007,  atau  set i dak - t i daknya  pada  tangga l    03  Oktober  

2007  ket i ka  Penggugat  membuat  sura t  kebera tan  

te rhadap  Tergugat ,  apab i l a  dihubungkan  dengan  gugatan  

Penggugat  yang  d ida f t a r  d i  Kepan i t e raan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  pada  tangga l  30  Oktober  

2008,  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  gugatan  Penggugat  
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dia jukan  dalam  tenggang  waktu  yang  meleb ih i  waktu  90 

(sembi l an  puluh)  har i  sebaga imana  yang  di ten tukan  oleh  

Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  

dengan  Undang- Undang   Nomor  9  Tahun  2004;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  

te rsebu t ,  maka  ekseps i  Terguga t  menuru t  hukum harus  

dinya takan  di te r ima  dan  gugatan  Penggugat  harus  

dinya takan  te l ah  lewat  waktu  (da lua rsa ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  ekseps i  Tergugat  

d inya takan  di te r ima ,  maka te rhadap  pokok  perkara  dalam 

sengketa  in i  t i dak  per l u  diper t imbangkan  lag i  dan  

gugatan  Penggugat  menuru t  hukum harus  d inya takan  t i dak  

dapat  d i te r ima  (N ie t  Onvan  Kel i j k e  Verk laa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ,  maka  berdasarkan  

keten tuan  pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  

diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  maka 
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kepada  Penggugat  dihukum untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  besarnya  akan  di te t apkan  dalam  dik tum  putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sesua i  keten tuan  pasa l  107  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,   maka sega la  bukt i -

bukt i  yang  d ia j ukan  para  pihak  di  pers idangan  te l ah  

dipe r i k sa  secara  seksama o leh  Maje l i s  Hakim  sepan jang  

ada  re levans inya  dengan  ekseps i   Tergugat ,  sedangkan  

bukt i - bukt i  se leb ihnya  te tap  menjad i  lampi ran  dalam 

berkas  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menginga t  keten tuan  yang  dia tu r  dengan  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang   Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5        Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha Negara  ser ta  pera tu ran  perundang-

undangan  la i n  yang  berka i t an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I  :

DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mener ima  ekseps i  Tergugat ;  

Halaman 51 dar i  53 Halaman Putusan  Nomor:  
169/G/2008/PTUN- JKT.   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  te l ah  lewat  waktu  

(da lua rsa ) ;  - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Onvan  Kel i j k e  Verk laa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  perkara  

sebesar              Rp.  164.000 , -   (se ra tus  enam 

puluh  empat  r i bu  rup iah ) ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian lah  dipu tus  da lam  rapa t  musyawarah  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  

pada  har i  :  Jumat ,  Tanggal            6 Pebruar i  2009 ,  

o leh  kami  :  Ujang  Abdul lah ,  S.H.  M.Si .  se laku  Hakim 

Ketua  Maje l i s ,  Far i  Rustandi ,  S.H.  dan  Wenceslaus,  

S.H. ,  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  

mana  diucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i   Selasa,   Tanggal  10  Pebruar i  2009 ,  

o leh  Ujang  Abdul lah ,  S.H.  M.Si .  se laku  Hakim  Ketua  

Maje l i s ,  Wenceslaus,  S.H.  dan  Sri  Setyowat i ,  S.H.  

masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  dengan  diban tu  

oleh  Rosmani ,  S.H.  sebaga i  Pani te ra  Penggant i  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  dengan  dihad i r i  

52

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh  Kuasa  Tergugat  dan tanpa  dihad i r i  o leh  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  
KETUA MAJELIS,
      HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

                   T. t .d .  
T. t .d .

      
           WENCESLAUS, SH                
  
UJANG ABDULLAH, S.H.  M.Si .
          
                  T. t .d .

          SRI  SETYOWATI,  S.H.

  
  
PANITERA PENGGANTI,

  
T. t .d .

  
R O S M A N I ,  S.H
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